
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1076, 2015 KEMEN-DPDTT. Kesehatan. Sarana Prasarana.
Kawasan Perdesaan. Tugas Pembantuan.
Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGEMBANGAN
KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN MELALUI

TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pengembangan kesehatan dan
sarana prasarana kawasan perdesaan dapat
dilakukan melalui penugasan kepada bupati
berdasarkan asas tugas pembantuan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu
pengaturan mengenai urusan pemerintah yang
dilimpahkan kepada bupati/walikota melalui tugas
pembantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang
Pengembangan Kesehatan dan Sarana Prasarana
Kawasan Perdesaan melalui Tugas Pembantuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas
Pembantuan;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA
KAWASAN PERDESAAN MELALUI TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada

daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten,

atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau

kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan.
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3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan pemerintahan Negara yang disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu
dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan disahkan oleh
Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan
pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi
Pemerintah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang
pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan
di daerah Kabupaten/Kota.

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah unsur
pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
pada Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan
Pemerintah melalui tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan
kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:
a. penyelenggaraan tugas pembantuan;
b. tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan;
c. pendanaan;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. pemeriksaan;
g. serah terima barang; dan
h. sanksi administratif.
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